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TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAN PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAH RAGA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHANDINAS PARIWISATA PEMUDA DAN

Menimbang

Mengingat

OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRGA

KABUPATEN MERANGIN,

bahwadengan ditetapkan Peraturan Bupati Merangin
Nomor 61 Tahun 2016
tentangPerubahanCapaianSasaranRencana Pembangunan
JangkaMenengah Daerah KabupatenMeranginTahun 2014-
2018 DalamPerdaKabupatenMeranginNomor 10 Tahun
2014 TentangRencana Pembangunan JangkaMenengah
Daerah KabupatenMeranginTahun 2014-2018Tanggal 30
Desember 2016, perlu dilakukan perubahan terhadap
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Disparpora
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;
bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpad
ahuruf a diatas, perluditetapkandengan Surat
KeputusanKepala DinasPariwisataPemudadanOlah
RagaKabupatenMerangin

Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956
tentangPembentukan  Daerah  OtonomKabupaten  di
Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 )
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor: 7
Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat I
Sarkodan Daerah Tingkat II TanjungJabung ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-UndangNomor 54 Tahun 1999
tentangPembentukanKabupatenSarolangun,

KabupatenTebo, KabupatenMuaro Jambi
danKabupatenTanjungJabungTimur ( Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 182,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903 ); sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
UndangNomor 14 Tahun 2000
tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 54 Tahun
1999 TentangPembentukanKabupatenSarolangun,
KabupatenTebo, KabupatenMuaro Jambi
danKabupatenTanjungJabungTimur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4410);

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004
tentangSistemPerencanaanPembangunanNasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang-
UndangNomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahanKedua
atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbanganKeuangan antara PemerintahPusat
dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007
tentangRencanaPembangunanJangkaPanjangNasionalTahu
n 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007
tentangPenataanRuang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005
tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005
tentangPengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2005 nomor 140,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
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PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006
tentanglLaporanKeuangandanKinerjalnstansiPemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

PeraturanPemerintahNomor38 Tahun
2007tentangPembagian  Urusan  Pemerintah  antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2007Nomor82, TambahanLembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008
tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016
tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 59 Tahun 2007
tentangperubahanPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13
tahun 2006 TentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
657, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4780);

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010
tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun
2008 TentangTahapan, TatacaraPenyusunan,
PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4811);

Peraturan Daerah KabupatenMeranginNomor 04 Tahun
2014 tentangRencana Tata Ruang Wilayah
KabupatenMeranginTahun 2014-2034 (Lembaran Daerah
KabupatenMeranginTahun 2014 Nomor 04);

Peraturan Daerah KabupatenMeranginNomor 10 Tahun
2014 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah
Daerah KabupatenMeranginTahun 2014-2018 (Lembaran
Daerah KabupatenMeranginTahun 2014 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016
Nomor 10);

PeraturanBupatiMeranginNomor 61 Tahun 2016
tentangPerubahanCapaianSasaranRencana Pembangunan
JangkaMenengah Daerah KabupatenMeranginTahun 2014-
2018 DalamPerdaKabupatenMeranginNomor 10 Tahun
2014 TentangRencana Pembangunan JangkaMenengah
Daerah KabupatenMeranginTahun 2014-2018 (Lembaran
Daerah KabupatenMeranginTahun 2016 Nomor 61);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH
RAGA KABUPATEN MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

MenetapkanRencanaStrategis (Renstra) PerubahanDinas
Pariwisata Pemuda Olah RagaKabupatenMeranginTahun 2014-
2018 sebagaimanatercantumdalamLampiranKeputusanini.

KepalaBidang, KasidanKasubag di LingkunganDinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga KabupatenMerangin agar
menjadikanRenstra
Perubahaninisebagaipedomandalammenyusunkegiatanuntukseti
aptahunnya.

Keputusanberlakumulaitanggalditetapkandenganketentuanapabil
akemudianhariterdapatkekeliruandalamkeputusaniniakandiadak
anpembetulanseperlunya.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal Januari 2017

KEPALA DINAS PARDWISATA PEMUDA DAN OLAH
‘RAGA KABUPATEN MERANGIN
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At J

1.Yth. Bapak Bupati Merangin, di Bangko;
2.Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, di Bangko;
3.Yth. Sdr. InspekturKab. Merangin, di Bangko;

4. Arsip



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS PARIWISATA @ 2014 - 2018
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT
sehingga penyelesaian penyusuan Rencana Strategis (Renstra)
Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Merangin 2014-2018 dapat terlaksana. Dalam rangka menjamin
agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat
berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan
perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional,
implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan
tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran

dan kinerja pembangunan daerah.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan
disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan yang
bersifat indikatif. Renstra-SKPD Perubahan Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsi dengan
berpedoman pada RPIJMD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun
2014-2018.

RENSTRA Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 disusun guna
menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan,
Sasaran, Target, Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan

evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya RENSTRA Perubahan Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin 2014-2018

dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan
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